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PERATURAN BUPATI MUNA

NOMOK TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Pedoman Pengelolaan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-
uaeran lingKat II ai csuiawesi {Lembaran Negai'a Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambaban T,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ^-286

ĥ

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20Q4 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan , Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400):

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Penierintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahtm 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambalian Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peratunm ivlenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014' tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa:

14. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Organisasi Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2007 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 16) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 5 Tahun
2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan ; PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalali Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Muna.
3. Bupati adalah Bupati Muna.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Muna.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama Iain, selanjutnya

disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah K epala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu
Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lemb^a yang
melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dan penduduk Desa
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kew^iban Desa yang dapat dinilai dengan uang
serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak
dan kewajiban Desa.

10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.



1. Renc^a Kena Pemenntah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa. adalah Denjabaran
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1(satu) tahun.

. ^nggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana
Keuangan tanunan Femerintahan Desa.

13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
yang ^pei^ntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,

14 pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat14. j^okasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD. adalah dana perimbanean vane diterima

y^g bersumber dari Anggaran Pendapatan BelanjaNegara, toggai-axi Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Kabupaten/Kota. -

16. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah JCepala Desa atau sebutan
nama ton yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenesarakan
keseluruhan pengelolaan keuaagan Desa. menyeienggarakan17. Kepala Desa adalah pejabat Pemenntah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan
kewaj:ban_ untuk menyeienggarakan rumah tangga desanya dan melaksatiakan tugas dari
Petnerintan dan t'emeriniah jL/aerah.

Tel^s Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD, arialah
keu^g^S " membantu Kepala Desa untuk mel^sanakan pengelolaan

pelaksana teknis kegiatan di Desa sesuai dengan

^^--tariat Desa yang membidangi urusan
admmistrabi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa.

22. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang
menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran Desa padaBank yang ditetapkan.

23. Penei^aan Desa adalah uang yang berasal dari seWh pendapatan Desa vang
masuk ke APBDesa melalui Rekening Kas Desa.

24. Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disebut PADesa, adalah pendapatan Desa yang
oerasal aan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala

Desr'"'̂ '" dikeluarkan dari APBDesa melalui Rekening Kas
nT'r! antara pendapatan Desa dengan belanja Desa27. Defisit ^^^an Desa adalah sehsih kurang antara pedapatan Desa denaan belania Desa.

K. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah seUsih lebih
penenmaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran

Tk penerimaan penghasilan Kepala Desa dan perangkat Desa yang
o ^^Pada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari ADD.30. Badan Usaha Milik Desa adalah yang selanjutnya disebut BUMDesa. adalah badan usaha
yang seluruh atau sebagian beserta modahiya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara
langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa
pelayanan, dan usaha lamnya untuk sebesar-besamya keseiahteraan masvarakat Desa

31. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala
Uesa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.



BAB II

ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

(1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif,
berimbang serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

(2) Pengeioiaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeioia daiam masa i
(satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III

KEKUASAAN PENGELOlJ\AN KEUANGAN DESA

Pasal 3

(1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengeioiaan keuangan Desa dan mewakili
Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desayang dipisahkan.

[A) Kepaia uesa seoagai pemegang KeKuasaan pengeioiaan kewangan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenaiigan:
a. menetapkan kebijakan tentang peiaksanaan APBDesa;
b. menetapkan PTPKD;
c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa;

j d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yangditetapkandalamAPBDesa; dan
e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

(3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengeioiaan keuangan Desa dibantu oleh PTPKD.

Pasal 4

(1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat
Desa, terdiri dari:

a. Sekretaris Desa;

b. Kepala Urusan: dan

c. Bendahara Desa.

[2J PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (IJ ditetapkan dengaa Keputusan KepalaDesa.

Pasal 5

(1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) "huruf a bertindak: selaku
Koordinator PTPKD.

(2) Sela"etans Desa selaku Koordinator Pl^PKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas:
a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengeioiaan APBDesa;
b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa dan

Perianggung jawaban Ppelaksanaan APBDesa;
c. melakukan pengendalian terhadap peiaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam

APBDesa;

d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban peiaksanaan APBDesa; dan
e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Pasal 6

(1) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai
pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.

(:^) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. menyusun rencana peiaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
b. melaksanakan ke^atan dan/atau bersama Lembaga Kema^arakatan Desa yang telah

ditetaplcan di dalam. APBDesa;
c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja

kegiatan:

d. mengendalikan peiaksanaan kegiatan;
e. melaporkan perkembangan peiaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
f. menyiapkaii dokumen anggaran acas beban pengeluaran peiaksanaan kegiatan.



' Pasal 7
(1) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dijabat oleh staf

pada urusan keuangan.
oenaahara uesa seoagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima,
menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausaiiakan, dan mempertanggungjawabkan
penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran pendapatan Desa dalam rangka
pelaksanaan APBDesa.

BAB IV

APBDesa

Pasal 8

(1) APBDesa, terdiri atas:
a. pendapatan Desa;

b. belanja Desa; dan
c. pembiayaan Desa. '»•

(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 11) huruf a diklasifikasikan menumt
kelompok dan jenis.

(3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut
kelompok. kegiatan, dan jenis.

(4) Pembiayaan seb^aimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok
dan jenis.

Bagian Kesatu

Pendapatan

Pasal 9

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud daiam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi semua
penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun
anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.

(2) Klasifikasi pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terdiri atas
kelompok:

a. PADesa;

b. transfer; dan

c. pendapatan lain-lain.
(3J Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas jenis:

a. hasH usaha;

b. hasil aset;

c. swadaya, partisipasi dan gotong royong: dan
d. lain-lain pendapatan asli Desa.

(4) Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3J huruf a antara lain hasil
BUiviDesa, tanah kas Desa.

(5) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain tambatan perahu, pasar
Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.

(6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c
adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat
berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.

(7) Lain-lain pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain
hasil pungutan Desa.



Pasal 10

(1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri atas
jenis:

a. Dana Desa;

b. bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
c. ADD;

d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Provinsi; dan
e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD).
Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d dan e dapat bersifat umum dan khusus.

(3] Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dike?ola dalam
At^tsuesa tetapi tidak diterapkan daiam ketentuan penggunaan paling sedikit 70 % (tujuh
puluh persen) dan paling banyak 30 % (tiga puluh persen).

(4) Kelompok pendapatan Iain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9-ayat (2) huruf c
terdiri atas jenis:
a. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
b. Iain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pasal 11

(1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (4) huruf a adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga.

(2) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimalcsud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf
b antara lain pendapatan sebagai hasu keq'asama dengan pihak ketiga dan bantuan
perusahaan yang berlokasi di Desa.

Bagian Kedua

Belanja Desa

Pasal 12

(1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi semua
pengeluaran dan rekening Desa yang merupakan kew^"iban Desa dalam 1 (satu) tahun
anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.

(2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai
penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 13

(1) Klasifikasi belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) terdiri atas
kelompok:
a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. pelaksanaan pembangunan Desa;
c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
d. pemberdayaan masyurakat Desa; dan
e. belanja tak terduga.

(2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai
dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.

(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja:
a. pegawai;

b. barang dan jasa; dan
c. modal.

{2)



Pasal 14

(ij ociiit> uciaiija pcgawtd scbagaiiiiaiia diuiaksud didaiii Fasal 13 ayal (3) hurui a diaiiggaikaii
untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
serta tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok
penyeienggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan

(3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dibayarkan setiap
bulan.

Pasal 15

(1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b digunakan
uiiLuk pciigcluaiaii pciiibcliaii/pciigadaan baiaiig yaiig iiiiai xuaiifaaLtiya kuraiig dari 12
(dua belas) bulan.

(2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antaralain:
a. alat tulis kantor;

b. benda pos;

c babany^material'
d. pemeliharaan;

e. cetak/penggandaan;
f. sewa kantor Desa;
g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;

h. makanan dan minuman rapat;
i. pakaian dinas dan atributnya;
j. peijalanan dinas;

1. honorarium narasumber/ahli;
m. operasional Pemerintah Desa;

n. operasional Badan Permusyawai'atan Desa;
n. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga;

p. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat
(3) Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o

adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam ran^a membantu
r<-i »-i <-n-> V-i/% »-» TV* <-»»->

dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.
(4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf p dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

Pasal 16

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c digunakan untuk
pengeluaran daiam rangka pembeUan/pengadaan barang atau bangunan yang nilai
manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

(2) Pembelian/pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan untuk ke^atan penyeienggaraan kewenangan Desa.

Pasal 17

(1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), Pemerintah Desa dapat
melakukan belanja yang belum tersedia anggai-annya.

(2) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempakan keadaan
ytmg sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.

(3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu antara lain dikarenakan bencana
alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
l/T O VT-Q Z,...-.!-..-,!,Induct, cij ci.L (aJ uxio. j ^ vvcnkjci±x,

(5) Keadaan darurat dan KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(6) Kegiatan dalam keadaan dai'urat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam
belanja tidak terduga. pada Pembahan APBDesa.
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Pasal 18

(1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c meliputi semua
penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
Kcmbaii, oaik pada taliun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun
anggaran berikutnya.

(2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat [\) terdiri atas kelompok:
a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.

(31 Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup:
a. SiLPA tahun sebelunmya;
b. pencairan dana cadangan; dan
c. hasii penjuaian kekayaan Desa yang dipisahkan.

(4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat {3) huruf a antara lain pelampauan
penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan
lanjutan.

(5) SilPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang
digunakan untuk:
a. menutupi defisit anggaran apabiLa realisasi pendapatan lebih kecil dari pada

reaJisasi belanja;
b. mendanai peiaksanaan kegiatan lanjutan; dan
c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum

diselesaikan.

(6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan
untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke
Rekening Kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.

(7) Hasil penjuaian kekayaan Desa yang dipisahkan seb^aimana dimaksud pada ayat (3)
huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjuaian kekayaan Desa yang dipisahkan.

Pasal 19

(1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b terdiri
dari:

a. pembentukan dana cadangan; dan
b. penyertaan modal Desa.

(2) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat
sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

(3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
Peraturan Desa.

(4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang hams dianggarkan;
d. sumber dana cadangan; dan
e. Lahun anggaran peiaksanaan dana cadangan.

(5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari
penyisihan atas penerimaan Desa, kecuaJi dari penerimaan yang penggunaannya telah
ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimalcsud pada ayat (1) huruf a
ditempatkan pada rekening tersendiri.

(7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masajabatan Kepala Desa.



BAB V

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 20

(1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan
RKPDesa tahun berkenaan.

(2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada
Kepala Desa.

(3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimalisud pada ayat (2)
disampaikan oieh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas
disepakati bersama.

(4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun beijalan.

Pasal 21

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah, disepakati bersama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat [3J disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati .melalui
iw-amat atau seoutan lain paling lambat 3 (tiga) han sejak disepakati untuk dievaluasi.

(2) Bupad menetapkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari keija sqak
diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

(3) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

(4) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan
yang Icbih iinggi, Kepala Desamelakukan penyempurnaan paling lama 7 (Lujuh) hari keija
terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 22

(1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa
tenLang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan
Keputusan Bupati.

(2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan
berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.

(3) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa hanya dapat
melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.

(4) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 (tujuh) hari
keija setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3J dan selanjutnya Kepala
Desa bersama Badan Permusyawai-atan Desa mencabut Peraturan Desa dimaksud.

Pasal 23

(1) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada
Camat atau sebutan lain.

(2) Dalam hal evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa didelegasikan kepada
Camat, maka Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan
Peraturan Desa tentang APBDesa.

(3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut beriaku dengan sendirinya.

(4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi, Kepala Desa melakukan penyempumaan paling lama 7 (tujuh) hari keija terhitung
sejak diterimanya hasil evaluasi.



#

{5] Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana' dimaksud
ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada
Bupad.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 24

(1) Semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa
dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa.

(2) Khusus bagi Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka
pengaturannya ditetapkan oieh Pemerintah Daerah.

(3J Semua penerimaan dan pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (Ij harus
didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 25

(1) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan Desa selain yang
ditetapkan dalam Peraturan Desa.

(2) aendahara uesa dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu Hfllflm
rangka memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa.

(3) Pengaturan jumlah uang dalam Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

(1) Pengeluaran Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum
Rancangan P eraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

{^) fengeiuaran jjesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk belanja
pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam
Peraturan Kepala Desa.

(3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya
yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Pasal 27

(1) Kepala Urusan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai
dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.

(2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris
Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.

(3) Pelaksana ke^atan bertanggungawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas
beban anggaran belanjakegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai
pertanggungjawaban pelaksaaaan kegiatan di Desa sesuai dengan Lampiran Peraturan Bupati
ini.

Pasal 28

(1) Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)
pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permiataan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa
melalui Sekretaris Desa.

(2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh
diajukan sebelum barang dan atau jasa diterima.

Pasal 29

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas:
a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
b. pemyataan tanggungjawab belanja;
c. lampiran biikti transaksi;

d. khusus untuk pengadaan, melampirkan Surat Peijanjian Keija Sama, Berita Acara
Penerimaan Hasil Pekeijaan, Berita Acara Serah Terima dan Laporan Perkembangan
Pelaksanaan Pekeijaan.



Pasal 30
(1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
a. meneiiti keiengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh peiaksana kegiatan;
b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yaag tercantum

permintaan pembayaran;
c. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan
d. menolak pengajuan pei-mintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak

memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(11, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan Bendahara Desa melakukan
pembayaran.

(3) Pembayaran yang teiah diiakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya
Bendahara Desamelakukan pencatatanpengeluaran.

Pasal 31
Bendahara Desa sebagai w '̂ib pungut Pajak PenghasUan (PPh) dan pw'ak lainnya. wajib
menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya' ke Rekening Kas
Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32
Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengau Peraturan Bupati rifngar.
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33
(1) Perubahan Peraturan Desa tentang APBDes dapat dUakukan apabila teijadi;

a. keadaan yang menyebabkan harus diiakukan pergeseran antar jenis belanja*
b. keadaan yang menyebabkan SilPA tahun sebelumnya harus digunakan tahun

benalan:

c. teijadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun
beijalan; dan/atau

d. terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis poKtik, krisis ekonomi, dan/atau
kerusuhan sosial yang berkepanjangan;

e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
Perubahan APBDesa hanya dapat diiakukan 1(satu) kali dalam 1(satu) tahun anggaran.
Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama densan tata cara penetapan
APBDesa. ^ ^

(2)

(2)
(31

(1)

(2)

Pasal 34

Dalam hal bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD serta hibah dan bantuan
pihak ketiga yang tidak mengikat ke Desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan
uesa tentang rerubahan APBDesa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa
tentang Perubahan APBDesa.

Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada Rariar.
Permusyawaratan Desa dan Bupati.

Bagian Ketiga
Penatausaha^

Pasal 35
(1) Penatausahaan diiakukan oleh Bendahara Desa.
[2J Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta

meiakukan cutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
(3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan

pertanggungjawaban.
(4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap

bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.



Pasal 36

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2)
menggunakan:

a. Buku Kas Umum;
b. Bukvi Kas Pembantu Pajak;
c. Buku Bank;

d. Buku Pembantu Kas Tunai;
e. Buku Pembantu per Rincian Obyek Penerimaan; dan
f. Buku Pembantu per P^ncian Obyek Pengeluaran.

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 37

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati berupa:
a . laporan semester pertama; dan ^
b. laporan semester akhir tahun.

(2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan
realisasi pelaksanaan APBDesa.

(3j Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan
paling lambat pada akhir bulan JuU tahun beijalan.

I . (4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan
paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Bagian Kelima

Pertanggungjawaban

Pasal 38

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa
kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.

(2J Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri dari pendapatan, beianja, dan pembiayaan.

(3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(4) Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban R ealisasi Pelaksanaan APBDesa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
a. laporan pertanggungjawaban .realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran

berkenaan:

b. laporan kekayaan milik Desa per 31 Desember tahun an^aran berkenaan; dan
c. laporan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.

Pasal 39

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa.

Pasal 40

(1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada masyarakat secara
tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

(2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman,
radio komunitas, dan media informasi iainnya.



Pasal 4 i

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa
sebagaimana dimaksud dalain Pasal 38 ayat [IJ disampaikan kepada Bupati melalui
CaniaL alau sebuLan lain.

[a] Laporan perlanggLingjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah. akhir tahun anggaran berkenaan.

Pasal 42

Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Buku Pembantu Kas Kegiatan, Rencana
Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) serta Pernyataan Tanggungjawab
Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dan semester akhir
tanun serta i^aporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana
oimaksud dalam Pasal 20, Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 29 huruf a dan huruf b, Pasal
37 dan Pasal 38 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan daii
Peraturan Bupati ini.



BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

(!) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
pengelolaan keuangan Desa.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diiakukan oleh Badan Pemberdayaan
Masyairakat dan Pemerintahan Desa.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (Ij diatas diiakukan oieh Inspektorat
Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati yang^ sama mengatur tentang
pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa dan telah ditetapkan tetap beriaku sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasai 45

Peraturan Bupati ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna

Diundangkan di Raha
pada tanggal - o£ -

seker: ARIS DAERAH.

iJuk
NURDIN PAMONE

2015

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 0^ - o t -

BUPATI

H. LM. BA UDDIN

PARAF KOORDINAS
Ui !.:/SAfUAN KLIsJA

' L)A KAiji, M' ; ! '\

rAh';A\f/iGL
___ .

.

'An HUKUM 4
.1 LN;3LLOLA^^.;^^^_

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2015 NOMOR ...

2015



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR'^ TAHUN2015
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Form 1

BERITAACARA HASIL MUSYAWARAH DESA

Pada hari ini tanggal tahun dua ribu , bertempat
Desa Kecamatan teiah dilaksanakan musyawarah

Desa guna membahas penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Dana Desa (APBN),
PADesa/Swadaya/Partisipasi/dil kepada Desa Tahun Anggaran 20 dihadiri sebanyak orang terdiri dari; Wakil
Kecamatan, Perangkat Desa, Anggota Badan Permusyawatan Desa, Pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Tim
Penggerak PKK serta Tokoh Masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir yang menjpakan bagian tak terpisahkan dari Berita
Acara ini.

Musyawarah teiah memutuskan penggunaan dana keuangan Desa Tahun 20 adaiah sebagai berikut:

NO URAIAN

BIDANG PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHANDESA;
A. BelaniaPeQawal:

1. Penghasilan Tetap Kades dan
PerangkatDesa

2. TunjanganBPD
Sub Total

B. Operasional Perkantoran:
Belanja Bsffang dan Jasa

2. Belanja Modal

C. Operasional BPD:
Belanja Barang dan Jasa

Jumlah

Sub Total

Sub Total

8]DANG PSIAKSANAAU

PEMBANGUNANDESA
Infrastruktur/Sarana Prasarana Desa:
1. Pembangunan I Rehab Kantor Desa
2. Peri(erasan jalan desa
3. Parit

4. Sarana Air Berslh / MCK
5. Gorong-Gorong/Jembatan
6. Perbaikan Saiuran Irigasi
7. Benahdusun Bangun Desa
8. dst

Jumlah

BIDANG

MASYARAKAT
PEMBERDAYAAN

1. Peningkatan Kapasitas
Pemerintahan Desa

2. Kegiatan Pelatihan Peningkatan
Kapasitas Masyarakat

3. Kegiatan Pen/ngkatan Ekono/TW
Masyarakat (UP2K,UED SP)

4. Kegiatan Penyutuhan Kesehatan
5. Kegiatan Peningkatan Peran Lembaga

Kemasyarakatan
6. Ongkos Angkut Raskin
7. Kegiatan Benah Dusun Bangun Desa

Jumtah

Aparatur

ALOKASI

DANA DESA
(ADD)

Rp.

Rfi.
Rp.

Rp.

Rp.

Rp.
Re,
Rp..

Rp
Rp
Rp

Rp
Rp

Rp
Rp
Ra
Rp

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.,

Rp.
Be,
Rp.

BAGI

HASIL

PAJAK

DAN

RETRIBUSI

Rp.

Re,
Rp.,

Rp.
Rfi,
Rp.,

Rp.
Rfi^
Rp..

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp..,
Ra,
Rp.

Rp.

Rp-

Rp.

Rp.
Rp.

Rp.
Be,
Rp.

DANA

DESA

(APBN)

Rp.

Rfi,
Rp.

Rp.

Rfi.
Rp.

Rp.
M.
Rp..

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Ra

Rp

Rp.

Rp.

f^.

Rp.
Rp.

Rp.

Be.
Rp.

PADesa/

SWADAYA/
PARTlSlPASt

/DLL

Rp.

Rfi,
Rp.

Rp.

Re.
Rp.

Rp.
Re,
Rp..

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Re,
Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.,

Rp.
Be.
Rp.

JUMLAH

Rp.

Re.
Rp.

Rp.
Re.
Rp.

Rp.
Re,
Rp..

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.

Rp.
Be.
Rp.



/>

1 2 3 4 5 6 7

iV. bidang pembinaan
KEMASrARAKATAN
1. Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan

Ketertiban
2. Hari Besar teagatnaan
3. Hari Besar Naslonal
4. Kegiatan Seni Budaya dan Olati Raga

Jumlah

Rp

Rp
Rp
Rd

Rp

Rp

Rp
Rp
Rd
Rp

Rp

Rp
Rp
Rp
Rp

Rp

Rp
Rp
Rd

Rd

Rp

Rp
Rp
Rd
Rd

V. BIDANGTAKTERDUGA
- Kejadian LuarBiasa

Jumlah
Rd

Rp
Rd

Rp
Rd

Rp
Rd

Rp
Rp
Rp

VI. PEMBIAYAAN:
1. Penerimaan Pembiayaan
2. Pengetuaran PemWayaan

Jumlah

Rp
Rd

Rp
Rd

Rp
Rd

Rp
Rd

Rp
Rd

Rp Rp Rp Rp Rp
JUMALAH TOTAL

-

Rp Rp Rd. Rd

KETUA.BPO, KETU^LKMQ,
Desa ,tgl

KEPALA.OESA,
,20...
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Form. 2 a

Logo Pemerintah
Kabupaten Muna

PEMERINTAH KABUPATEN
KECAMATAN

Menimbang

Mengingat

DESA
JL KODEPOS

PERATURAN DESA....

NOMOR TAHUN 20.

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEUNJA DESA

TAHUMANGGiARAM 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal....Peraturan Bupati Muna Nomor... Tahun 20...
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepaia Desa menetapkan Rancangan
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);

b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama
Badan Permusyawaratan Desa;

c. bahwa berc/asarkan pertfmbangan sebaga/mana drmaksud pada humf a dan huruf b, maka
perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Ptndapatan dan
Belanja Desa (APBDesa)....Tahun Anggaran 20....menjadi Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 20

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan'Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tenfaTg Desa (Lembaran Negara Republik /ndonesfa Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tfentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor....Tahun 20...
tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun ^0.... Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RepubHk Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor Tahun 20 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 20....(Lembaran Daerah Kabupaten Muna
Tahun 20 Nomor...., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor....);

10.Peraturan Bupati Muna Nomor.....Tahun 20....tentang Alokasi Dana Desa;
11.Peraturan Bupati Muna Nomor. Tahun 20 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12.Peraturan Bupati Muna Nomor Tahun 20 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Muna TahunAnggaran20
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Dengan Persetujuan Bersama
KERALA DESA

dan

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
20

Pasall
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 dengan rincian sebagai berikut
1. Pendapatan Desa Rp
2. Befanja Desa:
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a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp.

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp
d. Bidang Peml^rdayaan IVlasyarakat Rp_
e. Bidang Tak Terduga Rg_

Jumlah Belanja Pp
Surplus/Deffs/t

Drs

Rp.

"5 DamKioooon

a. Penerimaan Pembiayaan Rp
b, Pengeluaran Pembiayaan ^

Seiisih Pembiayaan (a- b) Rp

Pasal 2

'®T' "an Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini berupa RIncian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa Ini.

Pasal 4Kepaia Desa menetapkan Peraturan Kepaia Desa dan/atau Keputusan Kepaia Desa guna peiaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5
Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

LemtaCTDesr® niengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam

Tdahdievaluasia.n. Bupafi Ditetapkandi
padatanggal.., 20.

Camat

ttd

Diundangkan di
Pada tanggal 20.

SEKRETARIS DESA.

(nama lengkap tanpa gelar)

LEMBARAN DESA TAHUN 20.
NOMOR

KEPALADESA

.(nama lengkap tanpa
gelar)



Form. 2b

LAMPIRAN PERATURAN DESA....

NOMOR TAHUN 20
T ENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 20

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA

TAHUNANGGARAN
20

KODE

REKENING URAIAN ANGGARAN

(Rp.)
KETERANGAN

1 2 3 4
1 PENDAPATAN

1 1 Pendapatan AstiDesa
1 1 1 Hasil Usaha '

1 1 2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
1 1 3 Lain-tain Pendapatan Asli Desayang sah

1 2 Pendapatan Transfer
1 1 1 Dana Desa

1 2 2 Bagian dari hasil paiak &retribusi daerahkabupaten/ kota
1 2 3 Alokasi Dana Desa
1 2 4 Bantuan Keuangan
1 2 4 1 Bantuan Provinsi

1 2 4 o Bantuan Kabupaten

1 3 Pendapatan Lain lain
1 3 1 Hibah dan Sumbanqan dari pihak ketiqa yanq tidak menqikal
1 3 2 Lain-lain Pendapatan Desayanq sah

JUMU\H PENDAPATAN

2 BELANJA

2 1 Bidang PenyBlenggaraan Pemen'ntahan Desa
2 1 Penghasilan Tetapdan Tunjangan
2 1 1 1 Belanja Pegawai;

- Penghasilan TetapKepala Desa danPerangkal
- Tunjangan Kepala Desadan Perangkat
• TunjanganBPD

Jumlah

2 1 2 Operasional Perkantoran
2 1 2 2 BelanjaBarang dan Jasa

- AlatTulis Kantor

- BendaPOS

- Cetak dan Penqqandaan
- Tambahan atau pembuatan Profi) Desa
- Pakaian Dinas dan Atribut

- Alat dan Bahan Kebersihan

- Perjalanan Dinas
- Pemeliharaan

- Air. Listrik,dan Telepon
- Honor Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa
- Biaya rapat Desa
- Biaya rapat Dusun
- Biaya Operasional petugasraskin
- BPJS Kesehatan

• BPJS KetenagaKerjaan
- Pengadaan Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa
- dst

Jumlah

2 1 2 3 Belanja Modal
- Komputer
- Meja dan Kursi
- MesinTIK

- dst

Jumlah
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2 3 4 5 6
2 1 2 3 Belanja Modal

- Komputer
- Meja dan Kursi
- Mesin TiK

- dst

Jumlah

1 1 3 Operasional BPD
2 1 3 2 Belanja Barang dan Jasa

- ATK

- Penggandaan
- Konsumsi Rapat
- dst

Jumlah

2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan
Q&sa

2 2 1 Perbaikan Saluran Irigasi
1 2 1 2 Belanja Barang dan jasa

- UpahKerja
• Honor

- dst....

Jumlah

2 2 1 3 Belanja Modal
- Semen

- Material

- dst

Jumlah

2 2 2 Pengaspalan jalan desa
2 2 2 2 BelanjaBarangdan Jasa:

- Upah Kerja
- Honor

- dst

Jumlah

2 2 2 3 Belanja Modal:
- Aspal

- Pasir

- dst

Jam/ah

2 2 3 Kegiatan
2 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
2 3 1 KegiatanPembina^ Kstentraniandan

Ketertiban

2 3 1 2 Belanja Barang dan Jasa;
- Honor Pelatih

- Konsumsi

- Bahan Pelatihan

- dst

Jumlah

2 3 2 Kegiatan Harl Besarkeagamaan
2 3 2 2 BelanjaBarangdan Jasa:

- Honor Penceramah

- Konsumsi

- dst

Jumlah

2 3 3 Kegiatan Hari Besar Nasional
2 3 3 2 BelanjaBarang dan Jasa:

- Honor Penceramah

- Konsumsi

-dst.

Jumlah



1 2 3 4
1 1 3 Operasional BPD
2 1 3 Belanja Baranp dan Jasa

- ATK

- Penggandaan
- Konsumsi Rapat
- Perjalanan Dinas

Jumiah
1 1 BidangPelaksanaan Pembangunan Desa
1 1 1 Perbaikan SaluranIrigasi
1 1 1 1 BeianjaBarang dan jasa

- Upah Kerja
- Honor 1HK (Anggaran diatas 50 Jt)

Jumiah '

1 2 1 3 Belanja Modal
- Semen

- Material

- dst

Jumiah

t 1 2 Pengaspaian jalan desa •

1 2 1 2 Belanja Barang dan Jasa:
- Upah Kerja
- Honor TPK (Anggaran diatas50Jt)
- Sewa alat berat

Jumiah
1 2 2 3 Belanja Modal:

- Aspal
- Paslr

- dst

Jumiah
1 2 3 Kegjatan Pengembangan pasar desa {Pembangunan Losd)
1 '1 3 2 BeianjaBarang dan Jasa:

- Upah Kerja
- Honor TPK {Anggaran diatas50 Jt)
- dst..

Jumiah
1 1 3 3 Belanja Modal:

- Semen

- Pasir

- dst

Jumiah
1 1 4 Kegiatan Benah dusun Bangun Desa Pembuatan dan atau

perawatan (parit/dranaise bersekala dusun)
•I 2 4 2 BelanjaBarang dan Jasa:

- Upah Kerja
- Honor TPK (Anggaran diatas50 Jt)
- dst

Jumiah
•1 1 4 3 Belanja Modal:

- Semen

- Pasir

- dst

Jumiah
1 2 6 Kegiatan Benah Dusun Bangun Desa (Pembangunan dan

atau rehabilitasi taman / ruang terbuka hijau di ibu kota
desa.)

1 2 6 2 BelanjaBarang dan Jasa:
- Upah Kerja
- Honor TPK {Anggaran diatas50 Jt)
- dst

Jumiah
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1 2 3 4
1 1 b 3 Belanja Modal;

- Semen

- Pasir

-Cat

- dst

Jumlah
'1 2 / Kegiatan Benah Dusun Bangun Desa (Pembuatan Plank

nama Jaian dan Gang berskaia Desa aiau nomor rumah,
)

2 2 2 Belanja Barang dan Jasa:
- UpahKerja
- Honor 1PK (Anggaran d/alas 50 Jt)
- dst

Jumlah
•1 2 I 3 Belanja Modal:

- Bahan

• Material

- dst

Jumlah
1 2 8 Kegiatan Benah Dusun Bangun Desa ( Pengembangan

potensi PAD desa dan PAD kabupaten rehabililasi sarana
pemandian desa, objek wisata desa dan tempat hiburan.)

•1 2 0 2 BelanjaBarang dan Jasa:
- Upah Kerja
- Honor TPK (Anggaran diatas 50Jt)
- dst

Jumlah

1 2 a 3 Belanja Modal:
• Bahan

• Material

- dst

Jumlah
o
L.

n
L

n
0 i\6giatan Benah Dusun Bangun Desa ( rengembangan

poter\si PAD desa dan PAD kabupaten (rekiame, Kegiatan
Pembuatan baleho atau plank himbuan untuk pembayaran
PBB maupun pajak dan retribusi lainnya)

1 2 9 2 BelanjaBarang dan Jasa:
- Upah Kerja
- Honor TPK (Anggaran diatas50 Jt)
- dst

Jumlah
1 1 9 3 Belanja Modal:

- Bahan

- Material

- dst

Jumlah

1 2 10 Kegiatan Benah Dusun Bangun Desa (Pembuatan tempat
pusatpemasaran(hasil kerajinan, industri kecil dan rumah
langga)

2 2 10 2 BelanjaBarang dan Jasa:
- Upah Kerja
- Honor TPK (Anggaran diatas 50 Jtj

Jumlah
2 2 10 3 Belanja Modal:

- Bahan

- Semen

- dst

Jumlah
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1 2 3 4
1 3 Bidanp Pembinaan Kemasyarakatan
1 3 1 Kegiatan Pembinaan Ketentramandan Keterfiban
•i 3 1 BelanjaBaranq dan Jasa:

• Honor Pelatih

- Konsumsi

- Bahan Pelatihan

Jumlah
1 2 Kegiatan Hari Besar keaqamaan
1 •J •I 1 BelanjaBarang dan Jasa:

- Honor Penceramah

- Konsumsi

- dst

Jumlah
1 3 3 Kegiatan Hari Besar Nasional ♦

1 3 3 2 BelanjaBaranq dan Jasa:
- Konsumsi

- dst

Jumlah
1 3 3 Kegiatan Olahraga Senidan Budaya
1 3 3 2 BelanjaBarangdan Jasa:

• Hadiah

- Konsumsi

- dst

Jumlah

1 3 3 Kegiatan Insentif Bila) Mayit
1 3 3 2 Belania Barang dan Jasa:

- Honor

- dst

Jumlah
t 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat
1 4 1 Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Peranqkat
2 4 1 2 Belanja Barang dan Jasa:

- Honorpelatih
- Konsumsi

- Bahanpelatihan
- dst...

Jumlah

2 4 2 Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
2 4 1 2 BelanjaBarang dan Jasa:

- Transportasi/tiket
- Perjalanan Dinas
- Akomodasi dan Konsumsi

-ATK

- Honor Fasilltator

- Maieri

- Dokumentasi dan Laporan
- dst

Jumlah

4 2 Kegiatan Pelatihan anggota BPD
2 4 2 2 Belanja Barang dan Jasa;

- Transportasi/tiket
- Perjalanan Dinas
- Akomodasi dan Konsumsi

- ATK

- Honor Fasilltator

- Materi

- Dokumentasi dan Laporan
- dst

Jumlah

2 4 3 Kegiatan Pelatihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan
2 4 3 2 Belania Baranq dan Jasa:

- Transportasi

- Akomodasi dan Konsumsi

•-ATK
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1 2 3 4
- Honor Fasilitator

- Materi

- Dokumentasi dan Laporan

- dst

Jumlah

1 4 4 Kegiatan Pendidikan masyarakat (PAUD).

2 4 4 3 Beianja Modal

• Alat Bermain

• Lemari

- Kursi '

- dst

Jumlah

2 4 5 Kegiatan Peningkatan Derajat Kesehatan masyarakat
(Penyuluhan Kesehatan)

2 4 5 2 Beianja Barang dan Jasa:

- Honor pelatih

- Konsumsl

- Bahanpelatihan

- dst

Jumlah

2 4 6 Bidang Peningkatan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa
(menuniang peiaksanaan kegiatan LKMD).

2 4 6 2 Beianja Barang danJasa:

- Honor pelatih

- Konsumsi

- Bahanpelatihan

- dst

Jumlah

2 4 7 Kegiatan Ongkosangkutraskin

2 4 7 2 Beianja Barang danJasa:

- Upah Angkut (truk)

- dst

Jumiah

2 4 8 Kegiatan Benah Dusun Bangun Desa (Pengadaan alat-alat
kebersihan)

2 4 8 3 Beianja Modal

- Mesin babat

- Cangkul

- dst

Jumlah

2 4 9 Kegiatan Benah Dusun Bangun Desa(Pengadaan alat
transport pengangkutan sampah)

2 4 9 3 Beianja Modal

- gerobak

- becak

- dst

Jumlah

2 4 10 Kegiatan Benah Dusun Bangun Desa(Pengadaan bak/ tong
sampah)

2 4 10 3 Beianja Modal

- Bak Sampah

- Tong Sampah

- dst

Jumlah
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1 2 3 4
4 U Keglatan Bena/i Dusun (Pengadaan b/brt pohon, (anaman

hias danbuah-buahan).

1 4 11 3 BeianjaModal
- Mahoni

- Jambu Madu

- BungaAnggrek
- dsi

Jumiah
2 4 12 Kegiatan Benah Dusun Bangun Desa (Budidaya benih

pertanian, perkebunan dan perikanan).

2 4 12 2 BeianjaBarang dan Jasa;
- HonorpeJafih
- Konsumsi •

- Bahanpeiatihan
- dst.

Jumiah
2 4 12 3 BeianjaModal

- Material

- Bahan

- dst

Jumiah
2 4 13 Kegiatan Benah Dusun Bangun Desa (Pembibitan pohon

penghijauan, tanaman hias dan buah-buahan)
2 4 13 3 Beianja Modal

- Tanaman Penghijauan
-Tanaman Hias

•Tanaman Buah-buahan

- dst

Jumiah
2 6 Bidang TakTerduga
2 6 1 Kegiatan Kejadian LuarBlasa
2 b 1 2 Beianja Barang dan Jasa:

- Konsumsi

- Obal-obatan

- Honor

Jumiah

JUMLAH BEUNJA

SURPLUS/DEFlStT

3 PEMBIAYAAN

3 1 Penerimaan Pembiayaan
3 1 1 SILPA

3 1 2 Pencairan DanaCadangan
3 1 3 Hasil Kekayaan DesaYang dipisahkan

JUMUH (RP)
3 2 Pengeluaran Pembiayaan
3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan
3 2 2 Penyertaan ModalDesa

SILPA

JUMU\H(RP)

DISETUJUl OLEH

KEPALADESA....

TTD
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1. Bidang
2. Kegiatan

3. Waklu Peiaksanaan

Rincian Pendanaan

DESA.

RENCANA ANGGARAN BIAYA

KeC/AW/ATAN

TAHUN ANGGARAN 20.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat. Tunjangan BPD dan Operasional

Perkantoran

12Bulan

NO. URAIAN

VOLU

ME SATUAN

HARGA SATUAN

(Rp.)
JUMUH

(Rp-)
1 2 5
1 Belanja Pegawai:

1. PenghasilanTetapdanTunjangan
A Penghasilan Tetap •

0 KepcriaDesa 12 OB 2.050.000
![ Sekret^ts Desa Tidak PNS 12 OB ^.650.000
C Kepala Urusan4 org 48 OB 1.500.000
C KepalaDusun OB 600.000

Sub Total

B. Tunjangan BPD
0 Ketua 12 OB 200.000
B VVakflKefca 12 OB 175.000
d Sekretaris 12 OB 175.000
S Anggota OB 150.000

Sub Total

Jumlah

11 Operasional Perkantoran
1. Belanja Barang dan Jasa

A. AlatTuIis Kantor

n Pulpen buah

ft Pesil buah

0 Kertas HVS 70 gr •rim

0 Kertas Jeruk •rim

B Jsa'asi buah

{] Kartxjn kotak

1] Flasdisk buah

S HekterNo.10 buah

D AnakHekterNO. 10 .Kotak
0 Amplop Putih Kecil Kotak

u Ballpoint lusin

0 K(ip Kertas Kotak

D TlntaStempel botot

Q Map Biasa Lusin

Q PelobanQ Kertas Buah

D Stabillo Buah

D Dst

Sub Total

B. Cetak, penggandaan dan foto copy
0 Cetak Kop Surat nm

a Cetak Blanko SPPD rim

D Cetak Bianko Kwitansi blok

0 Foto Copy Ibr

it Dst

Sub Total

C. Pembuatan/tambahan profildesa
0 Penggandaan Ibr

Sub Total

D. Blayarapat dan musyawarahdesa

I.Rapat musyawarah perencanaan
pertggunaan Keuangan Desa
D Airmineral (Aquagelas) kotak

0 Nasibunqkus bungkus
8 Snack bunqkus

Sub Total
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1 2 3 4 5
2.Rapat musyawarah Dusun

Q Air mineral (Aqua gelas) kotak

0 Nasibungkus bungkus

0 Snack bungkus

Sub Total

S.Rapat pelaksanaan Penggunaan
Keuangan Desa

0 Air mineral (Aqua gelas) kotak

D Nasibungkus bungkus
•

0 Snack bungkus
Sub Total *

4.R2^atPembuatan SPJ Keuangan
Desa

DAir mineral (Aqua gelas) kotak
0 Nasibungkus bungkus
D Snack bungkus

Sub Total

S.Rapat pembuatanSPJ Tahap 1
dan II

0 Air mineral (Aqua gelas) kotak
0 Nasibungkus bungkus
0 Snack bungkus

1 Sub Total

e.Perjalanan dinas
0 Kecamatan

- Kepala Desa OH

- Sekretaris Desa OH

- Kaur Pemerintahan OH

- Kaur Umum OH

- Kaur Pembangunan OH

- Kaur Keuangan / Bendahara
Desa

OH

Sub Total

D Kabupaten
- Kepala Desa OH

- Sekretaris Desa OH

- Kaur Pemerintahan OH

- Kaur Umum OH

- Kaur Pembangunan OH

- Kaur Keuangan / B«idahara
Desa

OH

Sub Total

0 LuarDaerah

- Kepaia D(^ OH

- S^tre^s Desa OH

- Kaur Pemerintahan OH

- Kaur Umum OH

- Kaur Pembangunan OH

- Kaur Keuangan / Bendahara
Desa

OH

Sub Total

7.BPJS kesehatan kepala desa dan
kepala urusan
0 Kepala Desa OB

!] Sekretaris Desa OB

0 Kaur Pemerintahan 08

G Kaur Umum OB

0 KaurPembangunan OB

[1 Keuangan/Bendahara
Desa

OB

Sub Total
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1 2 3 4 5
8.6PJS ketenaga Keijaan kepala

desa dan kepala urusan
0 Kepala Desa OB

[| SekreteftsDesa OB

D Kaur Pemerintahan OB

(j KaurUmum OB

D KaurPembangunan OB

Q l^urKeuangan/Bendahara
Desa

OB

Sub Total

s.pengadaansisteni apffkasf
pengeloiaan keuangan desa.

paket
'

10. Admlnistrasi dan operasional
penyaiuran rastdn

DAir mineral (Aqua gelas) kotak

Q Nasibungkus faungkus

0 Snack bungkus

Sub Total

11. Pakaian D)nas dan atribut

D KepalaDesa Pasanq
D Sekretaris Desa Pasang
S Kaur Pemerintahan Pasar^
U KaurUmum Pasanq
Q KaurPembangunan Pasanq
Q Kaur Kfiuangan / Bend^ara

Desa

Pasang

D Dst Pasang
Sub Total

12. Honor Tim Pelaksana
Pengelola Keuangan Desa

0 Kepala Desa OB

8 Sekretaris desa OB

il Kepalaumsan umum OB

[} Kepala urusan Pemerint^an OB

0 Kepala urusan Pembangunan OB

S Kepala urusan Keuangan.
Bendahara Desa

OB

Sub Total

Jumlah

Iff Be(an/a Modal

1. Penqadaan Peralatan Kantor
fl Mesin Tik

I) Mesin H'rtunq
D Dst....

Sub Total

2. Penqadaan Perlenqkapan Kantor
D Filing Kabinet unit

D White Board unit

n PapanOata

Sub Total

3. Pengadaan Komputer/Laptop. unit

Sub T otal

4. Penqadaan Meubeulair
DKursi Plastik buah
QMeja buah

0 Sofa buah

DDst

Sub Total
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1 2 3 4 5

5. Peralatan Dapur
(] Tabunq Gas unit
U Kompor Gas unit

D Rak Firing unit

Sub Total

6. Penghias Ruangan Rumah Tangga
11 Kipasangina unit
f] AC unit

7. Mat Mat Studio

D Kamera unit
!1 Pengeras Suara unit
II dst

Sub Total

8. Mat-Mat Komunikasi
- m unit

Sub Total

9. Mat-MatUkur
fl Meter buah

fl Timbangan unit

Sub Total

JUDflLAH

IV Operasionat 6PD
1. Belanja Barang dan Jasa

A. ATK

D Pulpen buah
D Pesli buah

D KertasHVS70gr rim

D Kertas Jeruk rim

D Isolasi buah

Q Karbon kotak
II Flasdisk buah

B HekterNo. 10 buah

D MiakHekterNO. 10 Kotak

B Amplop Putih Kecil Kotak
U Ballpoint lusin
D Klip Kertas Kotak

D TintaStempel botol

D MapBiasa Lusin
D Pelobang Kertas Buah

0 stabillo Buah

D Dst

Sub Total

B. BiayaCetakDanPenggandaan
D CetakKop Surat rim
n Cetak Blanko SPPD rim

Q Cetak Blanko Kwitansi blok
D Foto Copy Ibr

I) Dst

Sub Total

C. Rapat
G Rapat pembahasan Bersama

APBDesa Keuangan Desa
- Mrmineral (Aqua gelas) kotak

- Nasi bungkus bungkus
-Snack bungkus

Sub Total

n Rapat Evalua$i pelaksanaan
Pengguoaan Keuangan Desa
- Mrmineral (Aqua gelas) kotak

- Nasi bungkus bungkus
- Snack bungkus

Sub Total
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1 2 3 4 5

D. Perjalanan Dinas

U Kecamatan

Ketua OH

Wakil Ketua OH

Sekretaris OH

anggota OH

Sub Total

D Kabupaiten
Ketua OH

Wakrt Ketua OH

Sekretaris OH

Anggota OH

Sub Tota/

Jumlah

JUMLAH TOTAL

Disetujui/mengesahkan
Kepaia Desa

tanggal 20.
Peiaksana Kegiatan

Cara pengisian:
1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi keiompok belanja desa.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan daiam APBDesa.
3. kolom 1diisi dengsnnomorand
4. kolom 2diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan daiam kegiatan.
5. kolom 3 diisi dengan volume dapat bervpa jumlah orang/barang.
6. kolom 4diisi dengan harga satuan yang mervpakan besaran untuk membayar orang/barang
7. kolom 5diisi dengar} jumlah perkalian aniara kolom 3dengan kolom 4.



0

Form 4

RENCANA ANGGARAN BIAYA

DESA KECAMATAN

TAHUNANGGARAN20....

1. Bidang
2. Kegiatan
3. Waktu Pelaksanaan

Ri'ndan Pendanaan

Pelaksanaan Pembangunan Desa
Perbaikan Saluran IrigasI

NO. URAIAN VOLU

ME

SATUAN HARGA SATUAN

(Rp.)
JUMLAH

(Rp-)
1 2 Z 4 5
1 Beianja Barang dan Jasa

A. Upah Kerja
1. Pekeqa OH
2. Kep^aTiikang OH '

Sub Total

B. Honor Tim Pengelola Kegiatan (
Apablla jih anggarandiatas 50Juta)
1 Ketua LS

2. Sekretaris LS

3. Anggota LS

LS

5. Anggota LS

Sub Total

Jumlah

11 Beianja Mo.dal
1. Semen Zak

2. Material MS

3. Dst

Sub Total

Jumlah

JUMUH TOTAL |

Disetujul/mengesahkan
Kepala Desa

tanggal..., 20.

Pelaksana Keaiatan

Cara pengisian:
1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok beianja desa.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urvtan kegiatan dalam APBDesa.
3. kok>m 1diisidengan nomorumt
4. koiom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebuiuhan dalam kegiatan.
5. kolom 3 diisi dengan volume dapatberupa jumlah orang/barang.
6. kolom 4 diisi dengan tiarga satuanyang mervpakan besaran untuk membayar orang/barang
7. kolom 5 diisi dengan jumlah perkaiian antarakolom 3 dengan ko/om 4.



9

format 4

1. Bidang
2. Kegiatan
3. Waktu Pelaksanaan

Rincian Pendanaan ;

DESA

RENCANA ANGGARAN BIAYA

KECAMATAN

TAHUNANGGARAN 20.

Pelaksanaan Pembinaan Kemasyarakatan
Pembinaan Ketentranian dan Kelertlban
4 Hari

NO. URAIAN VOLU SATUAN HARGA SATUAN JUMLAH
ME (Rp.) (Rp.)

1 2 I 4
I Beianja Barang dan Jasa

A. Honor Pelatlh

1. Fasilitator Jampel
2. dst •

Sub Total

B. Konsumsi

1. Nasi bunqkus
2. Snack bunqkus
3. Airminum Kotak

Sub Total

C. Bahan Pelatihan

1. Modul set
2. Lap Top set

3. Infokus set

4. ATK set

- Kertas Piano

- Hulpen Faster bh

- Penal bh

- Tas bh

- Buku Tulis bh

- Dst

Sub Total

JUMLAH TOTAL

Disetujui/mengesahkan
Kepala Desa

.....langgal
PelaksanaKegiatan

Cara pengisian:
1. Bidang diisi dengan i<ode rel<ening berdasar}<an idasifiiiasi keiompok belanja desa.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa.
3. kolom 1diisi dengan nomor unit
4. koiom 2 diisi dengan uraian bompe rincian kebuiuhan dalam kegiatan.
5. koiom 2 diisi dengan volume dapatberupa jumlah orang/barang.
6. kolom 4 diisi dengan harga satuan yang menjpakan besaran untuk membayarorang/barang
7. kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian antarakolom 3 dengan kolom 4.

.20....



format 4

DESA,

RENCANA ANGGARAN BIAYA

KECAMATAN

TAHUN ANGGARAN 20....

1. Bidang : Pemberdayaan Masyarakat
2. Kegiatan ; Pelatihan Kepala Desa
3. Waktu Pelaksanaan :4Hari

Rincian Pendanaan

NO. URAIAN VOLU SATUAN HARGA SATUAN JUMLAH
ME (Rp.) (Rp.)

1 2 Z 4 5

1 Belanja Barang dan Jasa
A. Honor Peiatih

1. uperator LS

2. Fasffitator Jampel '

Sub Total

B. Konsumsi

1. Nasi Bungkus
2. Snack Bungkus
3. Airminum Kotak

Sub Total

C. BahanP^atihan

1. Modul Set

2. LapTop Unit

3. Infokus Unit

4. ATK

- Kertas Piano Lbr

- PulpenFaster Bh

- Pensil BU

- las Bh

- Buku Tulls Bh

- Dst

Sub Total

5. Dst

Sub Total

JUMLAH TOTAL

Dlsefujui/mengesahkan
Kepala Desa

tangga! v 20.
Pefatesana Kegiatan

Cara pengisian:
1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi keiompok belanja desa.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan daiamAPBDesa.
3. holom 1 dlisi dengan nomorum<
4. kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.
5. kolom 3 diisi dengan volume dapatbempa jumlah orang/barang.
6. kolom 4 dlisi dengan harga satuanyangmenjpakan besaran untuk membayar orang/barang
7. kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4.



0

format 4

1, Bidang
2, Kegiatan
3, Waktu Pelaksanaan

Rincian Pendanaan

DESA

RENCANA ANGGARAN BIAYA

KECAMATAN

TAHUN ANGGARAN 20.

TakTerduga
Kejadian LuarBiasa

Hari

NO. URAIAN VOLU SATUAN HARGA SATUAN JUMLAH
ME (Rp.) (Rp.)

1 2 I 4 5
i Belanja Barang dan Jasa

A. HonorTim

1. Ketua LS
2. Sekretaris LS '

3. Anggota LS

Sub Total

B. Sembako

1. Beras Kg
2. Garam Kg
3. Wie/lnstan Kardus

4. Gula Kg
5. Teh/Kopi Bunqkus
S; Dsl...

Sub Total

C. Obat'Obatan

1.

2

3. Dst

Sub Total

JUMLAH TOTAL

Disetujui/mengesahkan
Kepala Desa

.tanggal..., 20.
Pelaksana Kegiatan

Cara pengisian:
1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan daiam APBDesa.
3. kofom 1 d/is jdengan nomoruruf
4. Ao/orri 2diisi uangan uraian berupa rincian kebuiuimn daiam kegiatan.
5. kolom 3diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.
6. kolom 4diisi dengan harga satuan yang menjpakan besaran untuk membayar orang/barang
7. kolom. 5 diisi dengan jumlsh perkalian antarakolom 3 dengan kolom 4.



FORMATS

1. Bidan^i
J. Keglatan

(maslng-masing bidaiig)
(niaslng-masing kegiiatan)

BUKU KAS PEMBANTLIKEGIATAN

DES;A KECAMATAN
TAHUNANGGARAN20

No. Tanggal Uraian

Penerirnaan (Rp.)
Nomor Bukti

P0ngeluaran(Rp,)

Plndahnn Jumlah
sabelumnya

Jumlah

Total Ponerlmaan

Dari Bendahara

dari helaman

Carapengislan:

1. BIdang diisi berdasarkan klasiflkasi kolompok.
2. Kegisfan diisi sasuaidengan yang ditstapken delam APt^Dasa.
3. Koiom 1 diisi dangan nomorunjt.
4. Koiorn 2 dilai dangan tanggaltransaksi.
5. Koiom 3 diii'i dangan ur&ian trensaksi.
6. Koiom 4diisi dangan jumlah njplah yang diterima bandafjara.
7. Koiom 5 diis^ dangan jumlah rupiah yang diterima dari masyarakat.
B. Koiorn 6 diisi dengan nomorbukti transaksi.
9. Koiom 7dllsl dengan jenispengeluaran belanja berang danjasa.'
10. Koiom 8 diisi dengan jenispengeluamn balanja modal.
11. Koiom 9 diisi dengan jumlah njplah yangdlkemballkan kapadabandehara.
12. Koiom 10dlisi dangan jumlah saido kasdaiam rupiah.

Swadaya
Masyarakal

B&lanja Barang:
dan Jasa

7

Total Pengeluaran

Belanja Modal

Tola! Pengeluaran + SaldcKas

Dena tang^ial 20.

Pelakisana Keglatan

Jurnlah

P<9ngemballan ke
Bendahara

9

Saido Kats (Rp.)

10



r'ormat 6

SURATPERMINTAANPEMBAYARAN (SPP)

DESA KECAMATAN
TAHUNANGGARAN 20...

1. BHiang •. (masmg-masingbMiang)
2. Kegiatan: (masing-masing Kegiatan)
3. Waktu Pelaksanaan ;

Rincian Pendanaan

NO. URAIAN PAGU PENCAIRAN S.D.
YGLALU

PERMiNTAAN
SEKA.RANG

JUMUH

SAMPW SAAT
INi

SISA DANA

(Rp.) (Rp.) (Rp.) fRp.) (Rp.)

JUMLAH

Tetah dilakukan verifikasi
Sekretaris Desa

Setujui untukdibayarkan
Kepala Desa

tangga!
Pelaksana Kegiatan

Telah dibayarlunas
Bendahara

Petuniuk penqisian:
Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi keiompok belanja desa.
Kegiaian diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa.
Ko/om 1 dengan nomor urut
Kolom 2diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiaian.
Kolom 3diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan.
Kolom 4diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya.
Kohm 5diisi deng3.n rincian yang dimintskan untuk dibayar.
Kolom 6diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini.
Kolom 7disi dengan sisa anggaran.

.20.



rormat 7

1. Bidang
2. Kegiatan

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA
DESA KECAMATAN

TAHVNANGGARAN20....

NO. PENERIMA URAIAN JUMLAH

(Rp.)
1 2 3 4

JUMLAH |Hp.)

Bukti-bukti pengeiuaran atau belanja tersebutdiatas sebagai teriampir, untuk kelengkapan adminisUasidan pemerikasaan sesuai peraturat
perundang-undangan. '»•

Demikian surat pemyataan in! dibuat dengan sebenamya.

tanggal 20.

Pelaksana Kegiatan

Cara pengisian:

1. Bidang diisi dengan kode rekening lyerdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan uaitan kegiatan dalam APBDesa
3. KoJom 1 dfeidengan nomorurut
4. Kolom 2diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja
5. Kolom 3 diisi dengan uraian keperluan belanja
6. koiorn 4difsj denganJumJah beJanp
7. bansjumlah diisi jufnlsh ksselurdhan



Format 8

DESA

BUKU KAS UMUM
KECAMATAN

TAHUNANGGARAN20.

No. Tol. KODE REKENING URAIAN PENERIMAAN

(Rp.)
PENGELUARAN

(Rp-)
NO BUKTI

JUMLAH

PENGELUARAN
KOMULATIF

SALDO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

JUMLAH Rp. Rp.

MENGETAHUl
KEPAUDESA.

Cara Penaisian:

Kolom Idiisi dengan nomor urut penerima kss ataupengeluaran kas
Kobm 2diisi dengan tanggal psnerimaan kas atau pengeluarafi kas
Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kasataupengeluaran kas
Kolom 4 diisi dengan ui-aian transaksi penerimaan kasataupengeluaran kas
Kolom 5 diisi dengan jumlah mpiah penerimaan kas
Kolom 6diisi denganJumlah rupiah pengeluaran kas
Kolom 7diisi dengan nomor bul^i transaksi
Kolom 8 diisi dengan penjumlahan komulatifpengeluaran kas
Kolom 9 diisi dengan saldo kas.

Catatan:

sebelum ditandatangani Kepala Desa wajib diperiksadandiparaf oleh Sekretaris Desa.

tanggal 20.
BENDAHARADESA,



Form 09.

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
DESA KECAMATAN

TAHUNANGGARAN 20

J7

No. TANGGAL URAIAN PEMOTONGAN
(Rp.)

PENYETORAN

(Rp.)
SALDO

(Rp.)1 2 3 4 5

JUMLAH • - - —,

menqetahui
kepaladesa,

Cctra Penaisian:
Kclom Idiisi dengan nomorurut penerimaan atau pengdluaran tes pengeluaran
Kolom 2dlisi dengan tanggal penerimaan Mau pengeluaran kas pengeluaran
Kolom 3dlisi dengan uraian peneiimaan kas atau pengi?luaran kas
Kolom 4 dlisi dengan jumlah rupiah penerirr,aan kas.
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.
Kolom 6 diisi deng&n saldo buku kas bendahara.

tanggal 20.
bendahara DESA.



Form 10

DESA

BUKU BANK DESA
KECAMATAM

TAHUNAN(3GARAN20,..

BULAN

BANK CAE5ANG

No.
TANGGAL

TRAMSAKSil URAIAN TRANSAKSI BUKTI TRANSAKSI

m AiSUKAN PENGELUARAN

SALDOSETORAN BUHGABANK

(Rp.)
PENARIKAN

(Rp.)
P/JAK

(Rp.)
BIAYAADMINISTRASI

(Rp-)
1 2 3 4 6 ""T r" - ' " iO

TOTAL-FR/^NSAKSI BULAN ^1
TOTALTRANSAKSIKUMULATIF

MENGiiTAHUI
KEPALA DESA,

Ill

CBrt\ PQnaislan:

Kolom Idiisi d$n{.m nomor ufut pemasuksn den pengeluarandengan Bank.
Kolom 2 dlisi dengan tanggai tranB$i<si Bank.
Kolom 3 dlisi dengan uraian transaksipemasukan danpsngeluaran.
Kolom 4 dllsl dengan buktl iransaksi.
Kolom 5 dlisi dengan pmasuken jumlah setoran.
Kolom 6dl'isl dengan pmasu!<an jumlah bunga bank..
Kolom 7dlisi dengan pengeluaranjumlah penerikan.
Kolom 8 dlisi dengan pengeluaranjumlah pajak.
Kolom 0 dlisi dengan pengelu,3ran biaya adminislrasl.
Kolom 10dllsl dengan i's/do Bank.

Desii 20.
BENDAHARADESA,



Format 11

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJADESA

SEMESTER PERTAWA

PE'mERINTAH DESA

TAHUN ANGGARAN 20...,

KODE

REKENING
URAIAN JUMLAH

ANGGARAN

(Rp.)

JUMLAH

REALISASI

(Rp.)

LEBIH/

KURANG

(Rp.)

KET.

2 3 4 5 6
1 PENDAPATAN

1 1 Pendapatan AsJi Desa
1 1 1 Hasil Usaha

1 1 2 Swadaya, PartlslpasI dan Gotong Royong
1 1 3 Lain-iain PendapatanAsJi Desa yanqsa^)

1

2 Pendapatan Transfer
2 1 Dana Desa
2 2 Baglan dari hasi! pajakfirstribusl dasrah

Kabupaten
1 2 3 Alokasi Dana Desa

2 4 Bantuan Keuanqan
2 4 1 Bantuan Provinsi

2 4 2 Bantuan Kabupaten

3 Pendapatan Lain lain
3 1 Hibah dan Sumbangandari pihak ke-3

yang tidak mengikat
1 j i Lain-iain Pendapatan Desa yanpsah

JUMLAH PENDAPATAN

2 BELANJA

2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintatian
Desa

2 1 1 Penghasilan Tetapdan Tunjangan
2 1 1 1 BelanjaPegawai;

- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan
Perangkat

- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat
- Tunjangan 6PD

Jumlah

2 1 2 Operasional Perkantoran
2 t 2 2 Belanja Bararvg dan Jasa

- Alal Tulis Kantor

- BendaPOS

- Pakaian Dinas dfan Atribut

- Pdka'tan DInas

- Alatdan Bahan Kebersihan

- Perjalanan Dinas
- Perncllhardsn '

- Aj'r. Listrik,dasn Telepon
- Honor

Jumlah

2 1 2 3 Belanja Modal
- Komputer
- Mejadan Kursl
- MesinTIK
- rist

Jumlah



= 2 =

• 2 3 A 5 6

1 3 OperasionalBPD,
2 1 3 2 BeianjaBarang dan Jasa

- ATK

- Pengyatidaan
- Konsumsi Rapa{
- dsl

JUmiah

2 2 BidangPelaksanaan Pembangunan Desa
2 2 1 Perbaikan Saluran Irigasi
2 2 1 2 BeianjaBarang dan iasa

- UpahKerja
- Honor

- dst '

Jumlah

2 2 1 3 Beianja Modal
- Semen

- Material

- dsl

Jumlah

2 2 2 Pengaspalan jalan desa
2 2 2 2 BeianjaBarang dan Jasa:

- Upah Kerja
- Honor

- dst

2 2 2 3 Belania Modal;
- Aspal

- Pasir

- cSsl

Jumiah

2 3 Bidang PemblnaanKemasyarakatan
2 3 1 Kegjatan Pemblnaan Kete/)traman dan

1vcidi uuai 1

2 3 1 2 BeianjaBarangdan Jasa:
-Honor Pelatih

- Konsumsi

- Bahan Pelatihan

- dst

Jumlah

2 3 2 Kegjatan Hah Besar keagamaan
2 3 2 2 BeianjaBarangdan Jasa:

- Honor Penceramah

- Konsumsi

- dst

Jumlah

2 3 3 Kegiatan Sen! dan Budaya
2 3 3 2 Beianja Barang dan Jasa:

- Honor Penceramah

- Konsumsi

- dst

Jumlah

2 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat
2 4 1 Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan

Perangkat



= 3 =

2 3 4 5 6
'1 4 t 2 BetanjaSarang dan Jasa:

- Honor pelatih

- Konsumsi

- Bahan pelatihan

Jumlah

2 b Bidang TakTerduga
2 b 1 Kegiatan Kejadian luar Biasa
2 b 1 2 Belanja Barang dan Jasa:

- Honor tim

- Konsumsi

- Obat-obatan
•

Jumlah

JUMLAH BELANJA

SURPLUS/DEFtSIT

PEMBIAYAAN

'S 7 Penerimaan Pembiayaan
3 1 1 SILPA
;3 •I Penoairan Dana Cadannan
3 1 Hasil Kekayaan DesaYang dipisahkan

JUMLAH (RP)

J 2 Pengeluaran Pembiayaan
2 1 Pembentukan DanaCadanqan

•J 2 2 Penyerlaan Modal Desa
JUMLAH (RP)

KEPALADESA

TTD



#

Form.12

LAPORAN REALISAS! PELAKSANAAN ANGGARAN PENOAPATAN DAN BELANJAOESA SEMESTER AKHIRTAHUN
PEWER/NTAHDESA

TAHUN ANGGARAN 20....

KODE

REKENiNG
URAIAN JUMLAH

ANGGARAN

(Rp.)

JUMLAH

REALISAS!

(Rp.)

LEBIH/

KURANG

(Rp.)

KET.

1 2 3 4 5 6

—

PiNDAHAN SALDO (SEMESTER
PERTAMA)

1 PENOAPATAN
1 1 Pendspstsn As!iDqs3
1 1 1 Hasil Usaha

1 1 2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong
Royong

•| 1 Lain-lain Pendapalan Asli Desayanq sah

1 2 Pendapatan Transfer
1 1 1 Dana Desa

1 1 2 Bagian dari hasil pajak Aretribusi daerah
kabupaien

1 '1 3 Aiokasi Dana Desa
1 2 4 Bantuan Keuangan
1 2 4 \ Bantuan Provinsi

•t L. Bantuan Kabupsten

1 3 Pendapatan Lain lain
1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3

yanq lidakmengikat
1 3 2 Lain-lain Pendapatan Desayanq sah

JUMUH PENDAPATAN

BEIANJA

1 1 Bidang Penyeienggaraan Pemerintahan
Desa

•L 1 1 Penghasllan Tetapdan Tuajanqan
'i 1 1 1 BeianjaPegawai:

- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan
Pera/igkat

- Tunjangan Kepala Desa dan
Perangkat

- Tunjangan BPD -

Jumlah

2 1 2 Operasional Perkantoran
2 1 1 2 BelanjaBarang dan Sasa

• Alat Tulis Kantor

- BendaPOS

- Pakaian DInas dfan Atribut

- Pakaian Dinas

- Aiatdan Bahan Kebersihan

- Perjalanan Dinas
- Pemeliharaan

- Ajr, Listrik.dasnTelepon
- Honor

- dst

Jum)ah



= 2 =

1 2 3 4 5 6
•1 1 i 2 3 Belanja Modal

' Komputer
- Mejadan Kursi
- MesinTIK

- dst

Jumlah

2 1 3 Operasional BPD
1 1 3 2 Belanja Barang dan Jasa

- ATK

- Penggandaan
- Konsumsl Rapat

Jumlah

1 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan
Oe&a

1 2 1 Perbaikan Saluran Irigasi
2 2 1 2 Belanja Barang dan jasa

- Upah Kerja
- Honor

- dst

Jumlah

2 2 1 3 Belanja Modal
- Semen

- Material

- dst

Jumlah

2 2 2 Pengaspaian jalan desa
2 2 2 2 BelanjaBarang dan Jasa:

- Upah Kerja
• Honor

- dst

Jumlah

2 2 2 3 Belanja Modal:

- Aspal

- Pasir

- dst

Jum/ah

2 2 3 Kegiatan
2 3 Bldang Pembinaan Kemasyarakatan -

2 3 1 Kegiatan PembinaanKetentraman dan
Ketertlban

2 3 1 2 Belanja Barang dan Jasa:
- Honor Peiatih

- Konsumsi

- Bahan Pelatihan

- dst

Jumlah

2 y 2 Kegiatan Hari Besarkeagamaan
1 3 2 2 BelanjaBarang dan Jasa:

- Honor Penceramah

- Konsumsi

- dst

Jumlah

2 3 3 Kegiatan Hari Besar Nasional
2 3 3 2 Belanja Barang dan Jasa:

- Honor Penceramah

- Konsumsi

- dst

Juml^



= 3 =

1 2 3 4 5 6
2 3 3 Kegraten Sen/dan Sudaya
1 3 3 2 Beianja Barancidan Jasa:

- Honor Penceramah

-

- dst

Jumiah

2 3 3 Kegiatan Jnsentif BJiaJ Mayj}
1 3 3 2 Beianja Barang dan Jasa:

- Honor Penceramah

- Konsumsi

- dst

Jumiah

1 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat
'1 4 1 Kegiatan Pelatihan Kepala Desadan

Perangkat
'

t 4 1 2 BeianjaBarang dan Jasa:
- Honorpelatih
- Konsumsi

- Bahanpelatihan

- dst...

Jumiah
2 5 BidangTak Terduga
1 6 1 Kegiatan Kejadlan LuarBiasa
1 6 1 2 BeianjaBarang dan Jasa:

- Honor tim

• Konsumsi

- Obat-obatan
- dst

2 b 2 Kegiatan

JUMLAH BELANJA

SURPLUS/DEFISIT

3 PEMBIAYAAM !
3 1 Penerimaan Pembiayaan
3 1 SILPA

1 2 Pencairan Dana Cadangan
3 1 3 Hasll Kekayaan Desa Yang dl pisahkan

.JUMUH (RP)

3 2 Pengeluaran Pembiayaan
3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan
3 2 1 1 Biaya Pemilihan Kepala Desa Tahun....
3 2 2 Penyertaan Modal Desa

JUMLAH (RP)

KEPALA DESA

TTD
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form. 13

Logo
Pemerintah

Kabupaten
Muna

Menimbanq

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASi PELAKSANAAN APBDESA

PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
KECAMATAN

DESA.

PERATURANDESA
NOMOR TAHUN 20...,

V

0.

4.

•j.

6.

7.

9.

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUNANGGARAN
20

RAHMAT TUHAM YAI^GMAHA ESA

KEPALA DESA

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal.... Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor
...Tahun 20... tentang Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan
dan Bslanja D€ss tahun angQarsn bcrkenaani
bahwa befdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud pada huruf a. maka periu menetapkan
Pefafejfan Desa tentang Lapof^ Pertanggur^awab^ Reafeasf P^aksana^An^aran
Pendapatan dan Beianja Desa Tahun Anggaran 20........

Undang-Undang Nomor 29 Teto 1959 lenlang PemfcentuKan Daersh-Daerah Tmgkal 11 di
Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Pemndang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Uridang Nomor 6Tahun 2014 tentarfg Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerfntahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor....Tahun 20... tentang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20.... Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor );
Peraturan Pemerintah Nonxir 43 Tahun 2014 tentang PeratuiBn Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
"123, Tambahan Lembaran Negara RepubliK Indonesia Nomor5539);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Beianja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengetolaan Keuangan Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor Tahun 20 tentang Anggaran Pendapatan
dan Beianja Daerah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 20....(Lembaran Daerah Kabupaten
Muna Tahun 20 Nomor...., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor....);
Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor. Tahun 20 tentang (Lembaran
Daerah Kabupaten Muna Tahun 20 Nomor...., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Muna Nomor....);

10. Peraturan Bupati Muna Nomor Tahun 20....tentang Alokasi Dana Desa;
11. Peraturan Bupati Muna Nomor Tahun 20 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Desa;

12. Peraturan Bupati Muna Nomor Tahun 20 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Beianja Daerah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 20



Dengan Persetujuan Bersama
KEPALADESA

dan

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALiSASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 20

Pasall

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20.... dengan rincian sebagal berikut:
1. Pendapatan Desa Rp
2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp ^
b. Bidang Pembangunan Rp
c. Bidang Pemtwaan Kemasyarakatan Rp



= 2 =
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.
e. Bidang Tak Terduga Rp.
Jum/ah fielan/a Rp.
Surplus/Defisit Rp..

3. PembiayaanDesa
a. I ^iiQiiiiiQan i ciMulayaou f^n.

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.,
Selisih Pembiayaan {a- b) Rp..

Pasal2
biaiaii icuiM lanjui mcngenai liaSil pelaksanaan Anggaran PendapaiaR dan Belanja Desa sebagaimana dinriaksud dalam
Pasal 1, tercanlum dalam lamptran Peraturan Desa ini terdiri dari:
1. Lampiran I :Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesaTahun Anggaran 20 ;
2. Lampiran II :Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yanq masuk ke Desa.

Pasal 3 ^
LampiTan-lampiransebagaimana dimaksud dalam Pasal 2mwupakan bagim yang tidak terpraahkan dari Peraturan Desa mi.

Pasal 4
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pen.gundar.gan Peraturan Desa ini dengan penempatann"a
Lembaran Desa ^ • 'i

Diundangkan di
pada tanggal 20.

SEKRETA.R\SOESA.

(nama lengkap tanpagelar)

LEMBARAN DESA TAHUN 20 NOMOR,

Ditetapkandi
padatanggal 20

KEPAW DESA

.(nama lengkap tanpa gelar)



A

Form.13
WMPiRAN 1PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN 20
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
DcSA TAHUN ANGGARAN

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDesa
PEMERINTAH DESA

TAHUN ANGGARAN 20...

REALISASI

BELANJA

20

KODE

REKENING
URAIAN ANGGARAN

(Rp-)
REALISASI

(Rp.)
LEBIH/

KURANG

(Rp.l

KET.

1
O

3 A
n 5 6

1 PENDAPATAN

'i Pendapatan AsliDesa
1 1 •1 Hasi! Usaha
1 1 1 Swadaya, Partisipasldan Gotonq Royonq
1 1 3 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yanq sah

1 1 Pendapatan Transfer
1 1 1 Dana Desa
1 t 2 Bagian tfan fiasif pajafc &r8(nbusi daerafi

kabupaten
1 1 3 Alokasi Dana Desa
1 •1 4 Bantuan Keuangan
1 I 4 1 Bantuan Provinsi
1 1 4 2 Bantuan Kabupaten

1 PGnuSpStSn Lain lain
1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang

tidak menqikat
1 Lain-lain Pfindapatan Desa yanq sah

JUMUH PENDAPATAN

2 BELANJA
2 1 BidangPenyelenggaraanPemerintahan

Desa

2 1 1 PenqhasilanTelap dan Tunjanqan
2 1 1 Belania Pegawal:

- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan
Perangkat

- TunjanQdn Kepala Desadan PeranQkat
- TunjanganBPD

Jumlah
2 1 •) QpgfggjQpfll

-

1 1 1 2 Beianja Baranq dan Jasa
- Alat Tulis Kantor

• BendaPOS

- Pakaian Dinas dan Atribut

- Pakaian Dinas

• Alat dan Bahan Kebersihan

• Perjalanan Dinas
- Pemeliharaan

- Air, Listrik.dasn Telepon
- Honor

- dst

Jumlah

1 1 2 3 Belania i^odal
- Komputer
• Meja dan KursI

- MesinTIK

- dst

Jumlah



= 2 =

1 2 3 4 5 6
2 3 2 6eianfa 6arang ofan Jasa

- ATK

- Penggandaan
- Konsumai Rapal
- dst

Jumlah

2 2 Bidang Peiaksanaan PamhanQunsin Ddsa
2 2 1 Perbaikan Saluran Iriqasi
2 2 1 2 BelanjaBarangdan |asa

- Upah Kerja
- Honor

- dst

Jumlah

2 2 1 3 BelanjaModal
- Semen

- Material

- dst

Jumlah

2 2 2 Pengaspalan jalan desa
2 2 2 2 BelanjaBarang dan Jasa:

- Upah Kerja
- Honor

- dst

Jumlah

2 2 2 3 Belanja Modal;
- Aspal
- Pasir

- dst

Jumlah

2 3 BIdang Pembinaan Kemasyarakatan
2 3 1 Kegiatan Pembinaan Ketentramandan

Ketertiban

2 3 1 2 BelanjaBarang dan Jasa:
- Honor Pelatih

- Konsumsi

- Bahan Pelatlhan

-dst ••

2 3 2 Kegiatan

2 4 BIdang Pemberdayaan Masyarakat
2 4 1 Kegiatan Pelatihan Kepala Desadan

Perangkaf .

2 4 1 2 Belanja Barang dan Jasa:
- Honorpelatih
- Konsumsi

- Bahan pelatihan

- dst

2 5 Bidang Tak Terduga
2 5 1 Kegiatan Kejadian LuarBiasa
2 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa:

- Honor tim

- Konsumsi

- Obat-obatan

- dst



= 2 =

1 2 3 4 5 6
t •i 2 Se/anfa Saranq dan Jasa

- ATK

- Penggandaan
- Rapa\
- dst.

Jumlah
2 2 BidangPelaksanaan Pemi^nqunan D&sa
1 2 1 Perbalkan Saluran Irigasi
1 2 1 1 Belanja Barangdan iasa

- Upah Kerja
- Honor

- dst

Jumlah
1 1 1 3 BelanjaModal '

- Semen

- Material

- dst

Jumlah
1 2 1 Penqaspalan {alan desa
1 2 2 2 tieiania barang dan Jasa:

- Upah Kerja
- Honor

Jumlah
2 1 2 3 Belanja Modal:

- Aspa/

- Pasir

Jumlah

I 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
2 1 Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan

Ketertitian
1 3 1 1 BelanjaBarang dan Jasa:

- Honor Pelatih

- Konsumsi

- Bahan Peiatihan

-dst

1 3 2 Kegiatan

1 4 Bidann Pemberdayaan Masyarakat
2 4 1 Kegiatan Peiatihan Kepala Desa dan

Peranpkat -

2 4 1 1 Belanja Barang dan Jasa:
- Honor pelatih
- Konsumsi

- Bahanpeiatihan

- dst

2 5 Bidang TakTerduga
2 b 1 Kegiatan Kejadian LuarBiasa
2 5 1 2 Belania Barang dan Jasa:

- Honor tim

- Konsumsi

• Obat-obatan



1^

? 5 ?

2

Kegiatan
3 4 5 • 6

JUMLAH BELANJA

SURPLUS/DEFISir

i PEMBIAYAAN
J Penerimaan Pembiayaan
J •J SiiPA

1 2 Pencairan Dana Cadanqan
J 1 J Hasil Kekayaan Desa Yanq di pisahkan

JUMLAH (RP 1

J Pengeluaran Pembiayaan
vi 1 1 Pembentukan Dana Cadanqan

2 Penyertaan Modal Desa
JUMLAH (RP)

1

- Pembiayaan Netto (Penerimaan
Pembiayaan-Pengeluaran Pembiayaan )

- SIlpa Tahun Berjalan (Selisih Antara
PemWayaan Denga/? Has//
Surpius/Defisit)

TANGGAL 20.

TTD

(KEPALADESA



Form.15
LAMPIRAN I! PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN 20
TENTANG LAPQRAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PEIAKSANMN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEiANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 20....

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
SAMPAl DENGAN 31 DESEMBER20....

URAIAN TAHUN N
(Tahun Periode Peiaporan)

TAHUN N-f

(Tahun Sebelumnya)
1. ASETDESA

A. ASETWNCAR
4 !/-.«.
1. t\ao ucaa

a. Uang kasdiBendahara Desa
b. Rekening Kas Desa

2 Piutann

a. Piutang SewaTanah
b. Piutang Sewa Gedung
c. dst

3. Persediaan

a. Kertas Segei
b. Materal

c. uSt

'

JUMLAH ASET UNCAR

B. ASETTIDAKLANCAR

1. Investasi Permanen
- Ftenyeiiddn Moda/Pemerrnfah Desa

2. AsetTetap
- Tanah

- PeralatandanMesin-
- Gedung dan bangunan
- Jalan, Jaringan dan Inslalasi
• dsi,,,

3. Dana Cadangan
- Dana Cadangan

4. AselWakianearLaffinya

JUMLAH ASET TIDAK LANCAR
JUMLAH ASET (A-i-B)

II. KEWAJIBANJANGKAPENDEK

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

JUMLAH KEKAYAAN BERSIH( 1- II)

TANGGAL 20.

TTD

{KEPALADESA.



Penjelasanlabel:

1. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh aias beban Anggaran
Pencfapafan (fan Befanja Desaatau perofehan hakfainnya yangsah.

2. Uang kas adalah uang milik Pemerintah Desa, balk yang disimpan diBendahara Desa maupun diRekeningDkas desa.
3. Piutang Desa adalah iagihan uang desa kepada pihak yang mengelola kekayaan desa, antara lain berupa tanah, gedur^g

yang d/harapkan akan di7unasi datam waWu paling iama 1(satu) (afiun anggaran seiakdftefapkannyateijasama fereefjuL
4. Perssdiaan adalah suatu kekayssn bsrvpa barang milik Pemerintah Desa ysng dinilai dengan uang balk tienipa uang kartas

maupun surat berharga dalam periode normal, antara lain kertas segel, materai, deposito, giro.
5. Aset Desa tidak lancar meliputi penyertaan modal pemerintah desa dan aset tetap milik desa antara lain tanah, peralatan

danmesin, gedung danbangunan, jalan, jaringan daninstalasi.
6. Dana cadangan adalah dana yang disisikan untuk menampung kebutuhan yang memeriukan dana yang relatif besar yang

tidak dapatdipenuhi dalam satutahun anggaran.
7. Kewajiban adafah utang yangtj'm&uf karena adanyapinjaman otehPemerintah.
o, Kekayaan bersih adalah selisih antara asetdankewajiban Pemerintsh Desa.

Catatan:

Terkait dengan angka 7. bah'.vs dalam APBDesa khususnya pada pembiayaan tidak dibuka peluang untuk pinfaman.



A.

%

Form.15

Tanggai

Dsss

Kecamatan

Kabupateu

LAMPIRAN 11} PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN20....
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALiSASl
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 20

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

20...

No. Jenis Kegiatan Lokasi Kegiatan Rincian Kegiatan Volume Satuan Sumber Dana
Jumlah

m

Sub TotalJenis Keqiatan f1) Rp.

Sub TotalJenis Keqiatan (2) Rp.

-

Sub TotalJenis Kec iat^{3) Rp.

Sub Tot^ (4)
TrtiaJ li cM A\

V v

Rp.
Rn
.

.' 'o.' 1.

MIcjLa 5 ^ .

tanggai 2016
Kepaia Desa

BUPATIMUNA.

h.lm.bah;^din


